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PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA

NOMOR  12  TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN MANDE
DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA  ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta dengan memperhatikan kondisi geografi dan demografi, maka wilayah Kelurahan dapat dimekarkan;

b. 
bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan hasil pengkajian, maka dipandang perlu membentuk Kelurahan Mande sebagai pemekaran dari Kelurahan Sadia;  


c. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Mande. 

Mengingat   
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4188); 

3. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

4.
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan                   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2004 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA 

dan

WALIKOTA BIMA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN MANDE.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Bima.

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Bima.

5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Bima dalam Wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Wilayah Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kota Bima.
BAB II
PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH
Pasal  2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Mande dalam Wilayah Kecamatan Mpunda Kota Bima sebagai Pemekaran dari Kelurahan Sadia.

Pasal 3

Kelurahan Mande berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sadia yang terdiri atas :

a. Lingkungan Mande I;

b. Lingkungan Mande II; dan

c. Lingkungan Mande III.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kelurahan Mande sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kelurahan Sadia dikurangi dengan wilayah Kelurahan Mande sebagaimana dimaksud Pasal 3.
Pasal 5

(1) Luas wilayah Kelurahan Mande adalah 0,69 KM², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut  :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rabangodu Selatan;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panggi; 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto.

(2) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara detail dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kelurahan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Kewenangan Lurah adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.
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LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2006 NOMOR  12 

PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR  12  TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN MANDE
I. 
UMUM

Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi lurah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Disamping itu kekuasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 

Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah kewenangan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh dan hidup berkembang di daerah. dalam hal pencapaian pemberian otonomi daerah peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin membaik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan antara lurah, camat dan perangkat daerah lainnya dalam hal pendekatan pelayanan prima kepada masyarakat, maka pengembangan dan pemekaran kelurahan adalah suatu kebutuhan nyata.

II. 
PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  
 


Cukup jelas.
Pasal 2  
 


Cukup jelas.
Pasal 3  
 


Cukup jelas.
Pasal 4  
 


Cukup jelas.
Pasal 5  
 


Cukup jelas.
Pasal 6  
 


Cukup jelas.
Pasal 7  
 


Cukup jelas.
Pasal 8  
 


Cukup jelas.
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Ditetapkan di  Raba - Bima.


pada tanggal  :  11  September 2006.


	   


WALIKOTA  BIMA,














M. NUR  A. LATIF








Diundangkan di  Raba - Bima.


pada tanggal  :  11  September 2006.	     





SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,








MARYONO NASIMAN
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